
BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAIV TATA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OlG

Pembentukan dan Susunan Perangkat

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi

kerja perangkat daerah ditetapkan dengan

Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana d

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Mengingat : 1.

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\:gas, Fungsi

Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun l99g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l7B,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor

10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- ndang

tukan

2.

ERJA

yat (3

ten

Daerah

psi

mbaran

tentan

Negara

bahan

388e);

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pem



3.

4.

Kabupaten Boalemo ( L,embaran Negara

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 258,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Indonesia Nomor 5679);
c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lem

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2Ot6
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

3O2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN

ORGANISASI,

LINGKUNGAN

BUPATI TENTANG KEDUDUT,AN, S

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJ

HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Perattrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

ten
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bah
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Ra}ryat

asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otono

luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repr_rblik

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutny
Dinas adalah Dinas Lingkungan Hiclup dan Kehutanan
Boalemo.

8. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kabupaten Boalemo.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan diba.

bertanggungj awab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat rnembawahkan :

1. Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

4.

5.

6.

7.

men



(2)

(3)

c. Bidang Penataan, Penaatan, Perhutanan sosial dan peningka

Kapasitas

1. Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
2. Seksi Perhutanan Sosial

3. Seksi Pengaduan, Penegakan Hukura dan peningkatan

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan pengendalian

1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah

2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingku
3. Seksi Pemeliharaan Linglmngan

Bidang dan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bi
sekretaris )'ang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Di
seksi dan sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan
Bagian yang berada dan bertanggungiawab kepada Kepa1a

Sekretaris Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai

kemampuan sesuai bidangnya.

Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Bupati ini.

Bagran Ketiga

T\rgas

Pasa] 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang
Hidup dan Kehutanan berdasarkan peraturan perundang-
potensi dan karalrteristik yang dimiliki.

Dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

sebagaimana dimaksud dalam

a. Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pen]rus

pengelolaan keuangan, pen)rusunan rencana dan program di
Lingungan Hidup;

c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di

(4)
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d.

e.

Lingungan Hidup;
Penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis
UPTD dalam lingkup tugas dinas;

Penyrapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis
pengelolaan informasi Lingkungan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dan fungsinya.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenangan

dalam urusan Perencanaan, Melaksanakan dan melakukan
Program Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dan l(ehu

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan

kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup yang

sasaran dan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

b. Melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas;

c. Melakukan l)engawasan pelaksanaan prograrn dan kegiatan

d. Melaksanakan koordi:rasi dengan Instansi terkait baik
Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Pusat;

e. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan
agar terlibnya administrasi perkantoran;

Memberkan saran dan pertimbangan kepada Bupati
Langkah atau tindakan yang perlu di ambil datam bidang

Membina dan mengarahkan unit pelaksana tekhnis
pedoman agar terciptanya keterpaduan program;

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan
baik lisan maupun tertulis;

f.

ob.

terhadap kegiatan

pengum

Bupati

rwasan

KepaJa

dan

pada

tingkat

ng ada

:ngenai



Bagian Kedue

Sekretarla
Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Mengelola Dokumen dan kearsipan Dinas

b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf;

c. Mengkoreksi Naskah Dinas, mendistribusikan surat ke bidan
didisposisi Kepala Dinas;

d. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi

- masing Bidang;

e. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan
f. Mengelola administrasi umum, mengkoordinasikan pe

program dan anggaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran

g. Mengkoordinir pengelola€rn, penatausahaan dan pelaporan dana

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pi

lisan maupun tulisan;

Kepala Sub Bagian Pen5rusunan Program dan Kepegawaian

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian

tugas men5rusun rencana kerja dan Anggaran, meneliti dan
Pergeseran Anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan
undangan, menJrusun laporan yang berkenaan dengan tugas bid
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (

sub bagian penyusunan program dan kepegawaian menye

fungsi :

a. Menyusun renca.na penggunaan anggaran berdasarkan
operasional kegiatan masing - masing Bidang dan Sub Bi

b. Menyusun rencana strategis Dinas, Rencana Kerja,

rencana Aksi, realisasi keuangan secara berkala;

(1)

{2)

'atif dan

usaha,

rnsur di

ayat (1)
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(1)

c. Menghimpun data dan menyusun perencanaan program

Dinas;

d. Menghimpun dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka ;

laporan triwulan dan tahun€rn program kerja;

e. MenJrusun standar operasioanal Prosedur (SOP);

f. Menghimpun dan mendokumentasikan SKP, P2Kp, KP4
' Pegawai di Lingkungan Dinas;

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di
Dinas yang meliputi data nominatif pegawai, penJru

kenaikan pangkat, men5rusun daftar jaga pensiun,

berkala, surat izin, surat cuti, daftar hadir, reka

pegawai dan pelaporan kinerja pegawai;

h. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas secara kontin
sekretaris dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

tugasnya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempun

melaksanakan urusanumum dan melaksanakan penata

pertanggung jawaban anggaran keuangan Dinas, menghi

mencatat data pendapatan dan belanja keuangan berdasarkan

peraturan perundang - undangan yang berlaku, men1rusun

berkenaan dengan Bidang T\rgas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pe

sub Bagian Umum dan I(euangan;

b. Bertanggung Jawab terhadap pendistribusian dan pena

keluar masuk;

c. Melaksanakan urusan surat men1rurat, pengetikan,

urusan pedalanan Dinas dan kehumasan;

Melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor,
penyelenggaraan rapat Dinas ;

Merencanakan kebutuhan barang ;

(2)

d.

e.

disipli
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t ayat (1)

an tugas

nyra



m.

n.

o.

f. Menyelia terhadap pengadaan, penggunaan dan
barang inventaris Daerah ;

g. Melakukan penataan dan pengelolaan barang Inventaris

h. Menyusun anggaran dalam RKA dan DPA SKPD

rencana kerja dan anggaran ;

i. Men5rusun Laporan keuangan Tahunan terdiri dari CALK,

Realisasi Anggaran d.an Neraca.

j. Men5rusun Rencana Operasioanal lr,erja (ROK),

pengaclaan barang (RUPB) SKPD;

k. Meneliti kebenaran pembebanan anggaran sesuai

berlaku;

1. Mengawasi pelaksanaan Anggaran belanja langsung

langsung;

Menatauahakan SPD, hutang piutang dan aset daerah;

Menlrusun realisasi anggaran triwulan dan tahunan;

Mengkoordinir dan mengawasi Bendahara

menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan :

a. Penerimaan dokumen tagihan pembayaran dari

kegiatan atau pihak ketiga;

b. Verifikasi kelengkapan tagihan pembayaran,

kebenaran penulisan dan kesesuaian dengan perjanjian

c. Pembuatan bukti pembayaran dan kelengkapannnya;

d. Perhitungan pajak;

e. Penelitian dan penyiapan dokumen pajak;

f. Penetapan besarnya beban pembayaran;

g. Pembuatan surat pertanggung jawaban sebagai lam

beban tetap dan uang persediaan;

h. Pembuatan laporan bulanan dan triwulan dan semester;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara kontinSru

sekretaris Dinas;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan s(

tugasnya;

r. Mengevaluasi dan men)rusun laporan pelaksanaan tugas

p.

keten

trak;

kepad



(1)

Bidang Penataan, Penaatan, Perhutanan Sosial

dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 10

Kepala Bidang Penataan, petlaatan, pcrtrulirnan sosizrl dan Peni

Kapasitas mempun.\zai tugas perencana{111, pernanlaatal-}, pengc

pemeliharaan, pernbinaar'], pengawasalt. rlilr-r penegak:rn hukr-r

perlindungan dan per-rgelolaan lingkungiut hiciup.

Dalam meiaksanakan tugas sebagairnana rlirnaksud pada ayat (1)

bidang penataan, penaatan,perhutanan sosial dan peningktan

menyelenggarakan lungsi :

a. Menyiapkan Rumusan Kebijakan clan Evaluasi Progt'a

Kegiatan Bidang untuk kelancaran tLlgris;

Penyusunan Dokumen RPPLH;

Penyusunan Dokumen Kajian Lirrgl<.r-rng:ut Hidr-rp Strategis

Kabupaten;

Pen,yusunan Status l,ir-rgl<ungan Hicirrp I)aerah (Sl,l-lD);

Penyusunan Indeks Kue-Llitas Lingkrrnglin I{iclup (llil,H),

Menkoorclinasil<an pcllvLrsunalt p('lt('t'.qirhan l)er-ICelraran (i

kerusakan Lingkungan Hidup (AMI)nl,,UKL-UPL.izrn Lir-rg

audit LH dan analisis resiko LH);

Melakukan penyusunan Tim Kajiiin r.lokumen Lingkungan

yang transparan (Kortrisi penilai, Tint ltal<zlr, konsultatr);

h. Menyiapkan Rurnusan Kebijakarl rlan Evaluasi Progra

Kegiatan Bidang;

Menyiapkan rumusan kebijakan rlan evaluasi perlin

pengawetan dan pemanfaatan secara lt.stari Taman Hutan Ra

j.

k.

N4emfasilitasi, penerlaahzrn, verifikasi 1tr:ngadauan atas us

kegiatan yang tidak sesuai clcngan izin perlindun

pengelolaan lingkungan hidup;

Melaksanakan tugas lain yang dil;clil<arn oleh atas sesuai

tugasnya;

(2)

b.

C.

d.

e.

f.

g1<atan
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l<epala

sitas
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Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian

Dampak Lingkungan

Fasal 11

(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Li

mempunyai tugas perencanaan, penyllsLr nan, inventarisasi, koo

sinkronisasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pem

pengawasan, pemantauan, evaluasi, rlirn pengkajian terhadap

lingkungan u ntu k rnc:'ul'tt.j Lt rl l<an pemba r r g t r r ) ( i n berkelanj u tan .

Dalam melaksanakan lugas scbagaimtrriir tlirnerksud pada ayat (1

seksi pengkaiian Darnpal< Lingkungzrl r rrc r1.\'elenggaral<an fungsi :

a. Menginventarisasi rlala rlan informrrsi strmber rlava alarn, 1r-l(l

dokumen rencana pcrlinclungan rl;rtt pcngelolaan lir-rgl<r-rngit

(RPPLH) serta mengl<oordinasil<arr rlirtt ntensinl<t'onkan l)(l
RPPLH dalan-r RPJI' rlzln RPJM dan n,t'lirl<sanal<zrn sosialisasi

()\

pemangku keper-rtingan tcntang RI)l'l.l I ;

b. Melakukan pemantauan dan ev:rltrzrsi

melakukan penentuiin claya dukur-rg rlan

peiaksanaan RPPI,

daya tampung li

hidup;

c. Menyusun status lingtr<ungan hiclull I)aerah clan indeks

lingkungan;

d. Menyltsun cr.ail melakul<an pengesahan Kajian Lingkun

Strategis (KLHS), rnemfasilitasi nlas.\rarakat dalam pe

pen.velenggaraan KLIIS serta meal<uliirn pemantauan clai-t

KLHS;

e. Melakukan koorciinasi penyLlsul'rilir instrurnen pcn

pencernaran dan/atau l<erusal<an lirrglil<r-rngan hidup (AMDA

UPL, izin lingkungan, audit LH, anirlisis resii<o LH);

Meiakukan penilaian terhadap dol<urncn l-ingkungan (AMDA

UPL) dan melaksanakan proses izin lingl<ur-rgar-r;

Melaksanakan tugas lain yang dibcril*rn oleh atasan sesuai d

tugasnya;

f.

ob.

ungan

inasi,

inaan,

ampak

kepala

yuslln

hidtip

uatan
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(2)

Kepala Seksi Perhutanan Sosial

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Perhutanern Sosial lnctnpun-yai tugar; pere

penyusunan, inventarisasi, koorriinasi, sinkronisasi, f,

pelayanan, pengendalian, pembinriitn, pengawasan, pe

evaluasi kegiatan perhutanan sosial;

Dalam meny:lenggarakan tugas sebagiriniana dimaksuc, pada

kepala seksi perhutanan sosial menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan dalam pemberdavaan masyarakat, penge

kemitraan perhutanan sosial (Taman Hutan Raya

memfasilitasi dan mendampingi pcn.y'ustlnan dan penetapan

kegiatan perhutanan sosial;

Menyiapakan rumusan kebijakan, ttimbingan teknis dan

perlindungan, pengawetan dan pctttitnfaatan secara lestar

hutan raya (TAHUIfA) sesuai rencana pengelolaan taman hut

Monitoring dan evaluasi pelaksanatan ltetnberdayaan rrl&Sy

bidang perhutanan sosiitl;

d. Monitoring dan er,,ziluasi pencegahltn l<<'rusakan, pengaman

dan pengendalian kr:bakitran hutarr rl;rr"r lahan cli kawasan T

Monitoring dan evaluasi pengaweti r tt .it'ttis turnltu hatl, satrvit

habitatnya, penetapan l<oridor hicluI)all liar, pemulihar-r ekosi

f.

dan penutupan Ka'uvasun TAHURA;

Melaksanakan tugas lair-r yang dibt:rrltitrt oleh atasan sesuai

tugasnya;

Kepala Seksi Pengaduan, Penegakan Hukum

dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 13

(1) Kepaia Seksi Pengaduan, Penegakan Ilul<um dan Peningkatan K

lxempunlrai tugas penyusunan, pembitl:t:ttl, pengentlalian, pen

penyidikan, pcnegakan hu1<um, monilorirtg, evalLrasi, dan

masyarakat terhadap pengaduan ckin 1te nvelesaian sengl<e

rneningkatkan penegal<an supremasi irul<tun di biclar-rg lingkun

b.

C.

e.

untuk melaksanakan perlindungan rl:rn lter-rgelolaan lingkun

aan,

silitasi,

ntauan,

ayat (1)

bangan

serta
'encana

:valuasi
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"n raya;
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hutan
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(2)

serta peningkatan kapasitas aparatur lririang lingl<ungan hidup da-lan-r

upaya peningkatan kualitas lingkungan hiclup.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagziirtlana dimaksud pada ayat (1)

kepala seksi penegakan hukum clan peningkatan kapasitas

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebgakan tentang tater cara pelal.an pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyaralial,

b. Memfasilitasi pengacluan rnasyaraliat atas usaha clan/atatt kegiatan

yang tidak sesuai dengan rzrn 1>cr'1ir-rdur-rgan dan pcngelolaar-t

lingkungan hidup;

c. Melaksanakan bimbingan teknis, nror-ritoring dan pelaporan atas

tindak lanjut pengaduan ;

d. Penyeiesaian sengl<eta lingkungan bail< cli luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

e. Melakukan pengawasan terhadap pcrrerima izin lirrgkungan, tzirt.

perlindungan dan pengelolaan lingl<ungan;

f. Melaksnakan pengaw'asan terhadap penerima rekontendasi hasil

evaluasi penerima izin lingungan, izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

g. Membentuk tim koordinasi pencgalian hukum lingkungan dan

melaksanakan penegakan hukum ertas pelanggaran periindungan

dan pengelolaan lingkungan;

h. Peningkatan kapasitas instruktur rlan penyuluh LH,pelaksanaan

Diklat dan Penyuluh LH;

i. Penyusunan kebijakan pengitkurtn keberadaan masyarakat

hukurn adat, kearitan lokal alrru lx'ngetahttan traclisional dat-t

hak kearifan lokal atau pengetahturn tradisior-rai dan hak MHA

terkait clengan PerlirrdLlngan dan l'cngt'lolailn l,ingkungan I-liciup;

j. Penyusunan clat.a clirr-r inforrr;rsi profil MHA serta l<t:bijakar-r

peningkatan kapasitirs MHA, l<t'irrilht-t lokal atau pengc'tahuan

tradisional terkait PI'}l,F I ;

k. Melaksanakan pencliclil<an dan peliiliirirn tnenir-rgkatl<an l<apsitas

instruktur dan pen-1,uluh lingkungttn hiclup serta rnengelnbangkan

kelernbagaan kelornpok masyarakat pt:ciuli lingkungan hidup;
I



(2)

Melaksanakan tugas lain yang dibt'r'il<irt- oieh iltasan sesuai

tugasnya;

Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan

Pengendalian pencemaran

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Pengeiolaan Samltah, Lirnbah clan Pen

Pencemaran melxpunyai tugas pengctr<litlitrn, perlbinaan, pL-ll

monitoring dan evaluasi pengelolaan sar)rl)trh, limbah 83 dan me

pegendalian pencemaran dan kerttsttl<an lingkungan hicl

pelaksanaan konservasi sumber daya nlattt unutk keberlanjuta

lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok seltagaitr-iana climaksucl

kepala bidang pengeiolaan sampah, lirlbah dan

pencemaran menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan progr<lm bidang pen

sarrpah,limbah dan pengendalian I)('ncelnaran;

b. Perumusan kebllakan perizinirn pengolahan samp

pemrosesan akhir stlrnpah;

c. Pelaksanaan pemtrinaan dan koortlinrtsi pelaksaniran pe

sampah, lirnbah clan pct-tgerrdalian i)(']trrerrtaran ;

Pelal<sanaan pela.\,anan perizttrirn penyirnpanan se

pengunrpulan dan pengangkutan lirrrlrah 83 bagi pengulnpu

83;

Penyusunan keb4akan perizinan pcngumpulan dart pen

iimbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan penca

Pelaksanaim perlindungan sumber rlava alam;

Perencanaan l<onser1,.rSi keanekaraf{irrnan hayati;

Melaksanakan tugas iain yang dibt:r'il<an oleh atasan sesuai

tugasnya;

Kepala Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah

Pasal 15

Kepala Seksi Pengelolanr-r sampah rlittt
melakukan pengenclali:irr, pembinaan,

lin-rbah mempun

paci

Petr,

d.

e,

f.

ob'

h.

(1)

[)cnga\vasan, monitor

engan

r-rdalian

\['asan,

.akukar-r

p serta

fungsi

ayat (1)

ndalian

lolaan

h dan

golahan

entara,

limbah

gkutan

utan);

ngan

tugas
g dan

{

I rlnl



(2)

evaluasi pengeloiaan sampah berdasarkan peraturan pe

undangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana clitnaksud pada airat (1

seksi pengelolaan sampah dan limbah tlt:tr.Yelenggarakan fungsi

a. Menyusun informasi pengelolaar-r sittnpah dan penetap

pengurangan sampah dan prioritas je;ris sampah untu

kurun waktu tertentu serta pembatilsan timbunan sampah

produsen/ industri;

b. Melakukan pembinzrar-r penggunilllil bahan baku produ

kemasan, pembinttan pendauratr, <lan pel-i-tbiuaan pe

kembali sampah clziri ltroduk dan I<ctttitsAt-t proclul<;

C. Melakukan koordinasj pemilahan l)cngumpulan, penga

dan pernrosesan al<hir sampah st't'lit l)t)nyecliilan sarana

penanganan sampah rlitn penetaprrrr lol<asi ternpat TPS, l'
TPA sampah;

Melakukan pengawasan terhadap t t'lltpzrt pelllrosesar-r akhir

Pelaksanakan perizinan, pell'tillltiiuan, clan pen

penyirnpanan sementat'a limbah I:13, perizinan pengumpll

pengangkutan lirnbah 83 (pengititrtrn perpanjangan, pcl

dan pencabutan) clalatrt satu daertrh l<:tllupaten;

Pelaksanakan perizinan pengumltttlarl dan per-rgangkutan

83 merrggunakan alat angkut roda 3 (tiga);

Pelaksanaan perizinan penimbur-rarl limbah 83 clau pen

limbah B3 medis;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberil<irn oleh atasan sesuai

tugasnya;

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran

dan Pengrusakan Lingkungan

Pasal 16

Kepala Scksi Pengendalian Pencemarttt tlan Pengrusai<r.n

rnempunyai tugas ltengendalian, p('ltangglllangan,

pernbinaan, pengawasan, uronitoring riart t'r,aiuasi terhadap

dan kerusakan lingkungan hidup.

d.

e.

ob'

(1) Lin

pe

ndang-

kepala

target

setiap

kepada

si dan

faatan

1<utan

sa.rana

T, dan

Pa);

wasarl

an dan

bahan,

limbah

uburan

ngan

1<ungan

ulihan,

pen lTlaralr



(2) Dalam menlaksanakan tugas sebagatinratta dimal<sud pada

kepala seksi Pengendalian Pencemaritt-t <lan Pengrusakan Lin

memn\relenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pernanlaLlan sur-rrircI penceirtar ir"rstrtr-tsi

non institusi;

b. Melaksanal<an pemantauan kualitas air, udara tanah dan

laut dan pemulihan bal<u mutu lingl<r-rngan;

c. Menentukan baku mtttu sumber pcltc('lnar;

d. Men-yediakan siirana prasarana petnantauan li

(laboratorium lingl<r-rn gan) ;

e. Melaksankan pemantauan kerusakar-r lingkungan clan pe

penanggulangan (pemberian inlormasi, pengisolasian

penghentian);

Pelaksanaan pemulihan ( pembersihattr, ramediasi, rehabilit

restorasi) kerusakan lingkungan;

Melaksanakan tugas lain yang dibcnliitt-t oleh atasat-r.

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 17

f.

(1)

(2)

Kepala Seksi Penrclihiu'aan
meiaksahakan pengenrl:rlian,
pelaksanaan konsen'arsi srtntber
lingkungan hidup.

l,inE,l;rrngan rnet-npunvai
pe 1xu lil ur rr , per-nltina?rn, pcn

dayir irlirnt serta l<ctterlanjula

Dalam melaksanakan tligasi sebagaimtutit rlimal<sucl pacla" a),at (1

seksi pemeliharaan lingl<ungan lrlen\reIt'n.qgaral<an l'ungsi :

a. Melaksanakan pcrlindungan, pt:t-tgrtrvetan, pt:t-uanfaatat-t

lestari perrcadangan sutnber daya iLlirnt;

b. Melaksanakan upayr,l mitigasi d:tt-t ittlaptasi pernbahat-r il<li

invenrarisasi GRK serta penyusunern profil GRK;

C. Perencanaan konseruasi, pelaksiulrtarn konsewasi pem

berkelanjutan dan pengendalian l<t:rusakan serta petnanta

pelaksanaan konseruasi keanekar-ilg,lrran hal,ati;

d. Penyelesaian konflik daiam pemanlni'rlirn dan pcngembanga

informasi dan pengelolaan data btrsc I<r'anel<aragalran havnl

],at (1)

ungan

aLrpll n

pesisir

sanaan

serta

, dan

tugas
wasalr
lungsi

kepalii

SECAfA

nfaatan

:an dat-t

sisten-r

I



e. Melakukan pemeliharaan ruang tt:rbuka ht-jau (Rl'l'{) serta

memberikan saran berdasarkan l<ir.jiar-r lingkr-rr-rgan hiudp strategis

terhadap penataan dan perencanrlan pemabangunan di Kabupaten

Boalerno;

f. Melaksanakan tugas lain yang dibcril<an oleh atasan sesuai clengart

tugasrt,a:

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Pad.a Dinas clapat rlitetapkan l<<'lor-npol< .Jttbatan fu t-rgsional

berclasarkan keahlian clan spesifikasi vat'tg diltr-rtuhl<an sesu?ti dengat't

prosedur l.^etentuan Yang llerlaku;

Kelompok Jabatan Ftrngsional mernpttnrat tugas rnelakukat-r scbagian

tugas Dinas sesuai dengett-t l<eahlian cllttl l<cilt-ttuhan.

Pasal 19

Kelornpok Jabatan Fungt;ional terdiri cluli sejumlah tenaga fungsional

,yang diatur dan ditetapkan berciasarkan Peraturan Perundang-

undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional clipir:lpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yallg ditunjuk clan berada dibawah serta

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Jumlatr tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja;

Pembinaan terhadap tenaga fungsionirl clilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan I'crttt.trlang-ur-id:t tlgil l)

(1)

{2)

(1)

(2)

(s)

(4)

BAB V

TATA KERJA

Pasal 2O

(1) Dalam rnelaksanakan tugasnya, seti:r1r ltirrpinar-i unit organisasi dern

kelompok tenaga fungsional wajib nrt'nt:rapl<an prinsip 1<oorclinasi,

integrasi d.an sinkronisasi, baik dalirnr lingkungan masing-masing

1
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l11aupun atar satuan organisasi dilingl<ungan Pemerintah Daerah serta

dengan instansi lain diluar Pemerintah I)rierah sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing;

(2\ Setiap pimpinan satuart rtrganisasi rrtr.iib mengawasi bau'ahannva

masing-masing dan bila tcr-jacli penyin'rp:rng,ur-r agar mengan-rbil iangkah-

langkah yang diperlukan scsuai dengan I)t'r'lrluran l)erttnciang-unciangan;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bt'r'tattggungjavu,alt memirnpin dar-t

mengkoordinasikan baw,ahan masing-masing clan mernberil<an bit-r"rbingal-t

serta pentunjuk-pentun j ul< ttagi pelaksa ni rit ti tugas barvahannya;

(.1) Setiap laporan yang cliterinta oleh pinrpinan satuan organisilsi dari

barvahann.ya rvajib diolarh cian dipergunal<an sebagai bahar-r penYuslln?l-n

laporan lebih lanjut clan untuk nicrnberikan petun jul< l<epacla

bawahannya;

(5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pirnpinan satuan organisasi

clibantu oleh satuan organisasi dibarvnhannya dan dal:rm rangka

peinberian bimbingan kepada bau'ilhan masing-tnasing, rvajil--l

mengadakan rapat berkala.

BAB VI

JABATAN PERANGI(AT DAERAH

Pasal 21

(1) Kepala Dinas merupakar"r.jalratan eselon IIll atau iat-la1an pimpir-ran tir-rggr

pratama.

(2) Sekretaris Dinas merupal<an jabatan t:selon IIIa atau jabatar-t

administrator.

(3) Kepala bidang merupakan iabatan snrl<lural eselon IIIb atau jabatan

administrator.

(1) Kepala subbagian dan Kepala Seksi paria dinas merupakan jabatan

sruktural eselon iVa atau jabatan pengawzts.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Peraturan Bupati. ini mulai berlal<u sejak tatrggirl cliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin.l,a, memerintilhl<atr pengundangan Peraturan
I
I
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